WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN BATASAN
JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG

PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN

Menimbang : a.

Mengingat :

TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya
Tahun Anggaran 2017 dan terselenggaranya kegiatan
Pemerintahan dan penatausahaan keuangan secara
efektif dan efisien sesuai ketentuan dan peraturan
yang berlaku, dipandang perlu untuk dilakukan
perubahan beberapa pasal dan ayat dalam Peraturan
Walikota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2017;

bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 2
Tahun 2017 tentang Penetapan Batasan Jumlah Surat
Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang
Persediaan, dan Tambahan Uang Persediaan Tahun

Anggaran 2017.

Undang-Undang Nomor S Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2753);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);




10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2443, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 958,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45795);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun

1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);




Menetapkan :

13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02

14.

15.

16.

17.

Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka
Raya Tahun 2010 Nomor 02), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran
Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya
Nomor 4);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Dacrah Kota Palangka
Raya Tahun 2016 Nomor 12);

Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Palangka
Raya Tahun 2016 Nomor 58).

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 2 Tahun
2017 tentang Penetapan Batasan Jumlah Surat
Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang
Persediaan, dan Tambahan Uang Persediaan Tahun
Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
PALANGKA RAYA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
PENETAPAN BATASAN JUMLAH SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG
PERSEDIAAN, DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2017. |

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Palangka Raya
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penetapan Batasan
Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang

Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambahan
Uang Persediaan Tahun Anggaran 2017 (Berita
Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 2);

dirubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dirubah, sehingga pasal
8 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:
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(2) Ganti uang persediaan diberikan setiap saat
dan/atau apabila dana uang persediaan telah
dipertanggungjawabkan minimal 50% pada
bulan berkenaan dan sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku.

Pasal 11
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan dan Penetapan Peraturan ini dalam
Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 Januari 2017

IKOTA PARANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 japuari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,
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BERITA DAERAH KDTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR 9




